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Fiqra Asidiqqi, (2021) :  Pelaksanaan Pelayanan terhadap Masyrakat Oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 
Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan  
Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi Hak Asasi 
Manusia di dalam bidang administarsi kependudukan tampa diskriminasi melalui 
pelayanan publik yang professional. Di dalam Undang- undang Nomor 24 Tahun 
2013 Tentang Administarsi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi 
bertujuan untuk: a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas 
dokumen penduduk untuk setiap peristiwa, kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami oleh penduduk, b) Memberikan perlindungan hak sipil penduduk, c) 
Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat secara akurat, 
muktahir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan 
dan pembanguna pada umumnya, d) Mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan secara nasional dana terpadu, e) Menyediakan data penduduk yang 
menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengurusan dokumen 
Kependudukan dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
pelaporan peristiwan penting kependudukan dan pendaftaran penduduk, serta 
penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan  
terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kampar berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 
Penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan Untuk mengetahui faktor 
penghambat dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan  Peraturan 
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, 
yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data 
awalnya,dalam memperoleeh data penelitian ini adalah Observasi, Wawancara 
dan  Angket. Sifat penlitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan pelaksanaan penyelenggaraan 
pelayanan  yang sama terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten 
Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaran Administrasi Kependudukan 
belum maksimal  dengan baik. Dikarnankan beberapa faktor Keterbatasan sumber 
daya manusia, Kurangnya fasilitas tempat duduk atau tempat berteduhnya saat 
melakukan pelayanan, kendala jaringan dan kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Secara klasik, unsur Negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa 
dan pemerintahan yang berdaulat. Secara modern unsur Negara dianggap ada 
4 (empat) yaitu wilayah, rakyat, atau bangsa, pemerintah berdaulat dan 
pengakuan dari Negara lain.
1
 Tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan 
UUD 1945 yang pada hakikatnya negara wajib memberikan perlindungan dan 
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk 
yang berada didalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam suatu 
proses terbentuknya Negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya 
suatu negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan 
dari neagara lain. Setiap Negara rakyat, dari rakyat dapat terbentuk penduduk, 
pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah 
suatu Negara dan tunduk pada kekuasaaan Negara,
2
 sehingga penduduk harus 
menempati wilayah dan menetaati peraturan Negara dimana ia tinggal. 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah telah adanya aturan baru bagi pemerintah provinsi dan kabupatenuntuk 
mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada 
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 C.S.T. Kansil, (dkk), Hukum Tata Negara Repbulik Indonesia, (Jakarta: Rineka 





   
 
2 
masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
3
 
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah.  
Desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan urusan pemerintahan 
dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah 
menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan urusan kepada pemerintah 
daerah dilakukan pada waktu pembentukan daerah otonom yang bersangkutan, 
baik kepada daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan Kota yang 
dilakukan dan diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom 
bersangkutan dan disebut kewenangan pangkal. Kewenangan pangkal meliputi 
beberapa urusan, adapun urusan yang merupakan kewenangan pangkal 
sebagai berikut : Urusan lingkup pertanian, urusan kesehatan, Urusan 
pekerjaan umum, Urusan sosial, Urusan pendidikan dasar, dan lain-lain.
4
 
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Pelayanan administarsi kependudukan sangat penting dalam  
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kehidupan warga karena menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak 
sipil lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian 
dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.
5
 
Administrasi kependudukan dalam Undang-undang 23 tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan adalah dalam rangkaian kegiatan 
penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan 
pembanguna sektor lain. Dokumen Kependudukan menurut Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan adalah dokumen 
resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuatan 
hukum  sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil.  
Sedangkan peristiwa kependudukan dalam Undang-Undang 23 tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami 
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan 
atau perubahan kartu keluaraga, kartu tanda kependudukan atau surat 
keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang, perubahan 
alamat,serta status tinggal datang, perubahan alamat,serta status tinggal 
terbatas menjadi tinggal tetap. 
Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, berdasarkan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan 
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Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, administrasi 
kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian 
hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Memberikan perlindungan 
status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan 
secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada 
berbagai tindakan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. 
Sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada 
umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan 
terpadu, menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
Berdasrkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2007 Administrasi Kependudukan adalah rangkain kegiatan penataan 
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan  hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lainnya. 
Administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan, 
pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga 
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Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima 
oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan 
publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 
birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang 
dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti 
pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, 
akta nikah, akta kematian, sertifkat tanah, dan lain-lain.
6
 
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu 
organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa kepada masyarakat baik 
secara individu maupun kelompok atau organisasi.
7
 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
7 tahun 2019 Aministarsi Kependudukan merupakan rangkain kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 
berbasis elektronik melalaui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administarasi kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan penduduk, dan pembangunan sektor lainnya. 
Kewajiban Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kampar  
meliputi: 
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1. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil;  
2. Menyusun program kebijakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil;  
3. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, akta 
kelahiran, kematian,perceraian, perubahan nama, dan pengakuan anak;  
4. Menyusun kebijakan operasional keluarga prasejahtera;  
5. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan jumlah penduduk;  
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan,perencanaan dan organisasi dinas 
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai 
dengan bidang tugasnya  
8. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
Di dalam Pasal 6 ayat 1b Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
dijelaskan bahwa: 
“Dinas melaksanakan urusan yang meliputi memberikan pelayanan 
yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting”.  
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan 
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan 
status kewarganegaraan.  
Namun, di dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan 
dan pencatatan sipil Kabupaten Kampar masih terdapat beberapa 
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permasalahan seperti terjadinya ketidaksamaan pelayanan terhadap 
masyarakat dan masih ada terjadinya tumpang tindih terhadap pelayanan 
kepada masyarakat. Misalnya di dalam pengurusan akta kematian masih 
terdapat kesenjangan antara satu orang dengan yang lainnya. Sesuai dengan 
observasi penulis masih terdaptnya beberapa masyrakat yang mengalami 
kesulita dan mengeluhkan lamanya waktu  dalam pembuatan surat tersebut.   
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
Dengan adanya fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Terhadap 
Masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”. 
 
B. Batasan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada 
penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi 
permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada Pelayanan terhadap 
masyarakat atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting  
seperti padan pembuatan akta kematian dan surat keterangan pindah datang di  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Karna 
menurut pendapat penulis masih banyaknya masyrakat yang kessulitan dalam 
membuat surat akta kematian dan surang keterangan pindah datang di 
karnakan pihak dinas yang kurang melakukan sosialisasi terhadap masyrakat. 
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C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan  terhadap masyarakat 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 
berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 
Tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan? 
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaran pelayanan 
terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kampar berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan  terhadap masyarakat oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 
berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 
2019 Penyelenggaran Administrasi Kependudukan 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan  
terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kampar berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 




   
 
9 
2. Manfaat Penelitian 
a. Syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S1) pada fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 
penelitian berikutnya yang sejenis.  
 
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
8
 Metode penelitian 
adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau 
mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi 
keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 
sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai 
data awalnya.
9
 Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala 
dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
10
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 
                                                             
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2012), h.2.   
9
 Amiruddin, Zainal Asikin Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali 
Pers, 2008), h. 22   
10
 Ibid, h. 25   
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Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi 
penelitian penulis ialah karana adanya masalah tentang belum 
terlaksananya peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kampar yang 
terdapat pada pasal 6 ayat 1b. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kampar, dan 
Pegawai Dinas Kependudukan Kabupaten Kampar, yang bertempat di Jln. 
Dr. A. Rahman Saleh, Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten 
Kampar. Sedangkan objek penelitian ini adalah  Pelaksanaan Pelayanan 
yang sama dan propesional kepada setiap penduduk atas pelaporan 
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti pembuatan akta 
kematin dan surat  pindah dantang. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 
subyek yang memiliki kuantitas dan kerakteristik tertentu yang di tetapkan 
oleh penelitih untuk di pelajari dan kemudain ditarik kesimpulannya.
11
 
Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang terlibat dalam 
mengurus pelayanan pendaftaran akta kematian dan surat keterangan 
pindah datang yang berjumlah  754.629 orang pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Dan pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagin penerbit pencatatan akta 
                                                             
11




   
 
11 
kematian berjumlah 1 orang, dan pegawai bagian keterangan pindah 
datang berjumlah 1 orang.  
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan kerakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut, ataupu bagian kecil dari anggota populasi yang 
diambil menurut prosedur tertentu sehinggah dapat mewakili 
populasinya.
12
 Jumlah sampel yang di ambil pada masyarakat yang 
melakuka pembuatan aktak kematain dan surat keterangan pinda datang 
berjumlah 30 orang, dan sedangkan jumlah sampel untuk pegawai bagian  
penerbit pencatatan akta kematian berjumlah 1 orang, dan pegawai bagin 
keterangan pindah datang berjumlah 1 orang. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
 
No Responde Populasi  Sampel  Presentasi 
1 Kepala bagian pembuatan 
akta kematian  
1 1 100% 
2 Kepala bagian pembuatan 
surat pinda datang  
1 1 100% 
3 Masyarakat yang mela-
kukan pelayanan pem-
buatan akta kematian dan 
surat ketarangan pindah 
datang 
27,609 60 0,21% 
 
5. Sumber Data 
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
  
                                                             
12
 Ibid, h 64  
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a. Data Perimer 
Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 
secara langsung dari sumber dantanya. Data perimer juga disebut data 
baru yang memiliki sifat up to date.
13
 
b. Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari 
berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari 
berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal,dan lain-lainnya.
14
 
c. Data Tersier 
Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, 
jurnal, makalah, dan internet. 
6. Metode Pengumpulan Data 
Metode untuk mengumpulan data yang digunakan adalah:  
a. Observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan 
langsung dilokasi penelitian terhadap fenomena-fenomena untuk 
mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti. 
b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan sejenis interview dengan 
narasumber atau responden untuk menggali berbagai informasi yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna 
melengkapi data yang diperlukan. 
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 Ibid, h 67,68 
14
 Ibid, h 68 
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c. Angket yaitu Peneliti menggunakan angket yang disebarkan kepada 
narasumber yang berisikan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh 
data yang dibutuhkan.  
7. Analisis Data 
Untuk mengetahui Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana data tersebut 
diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi yang dijabarkan secara 
menyeluruh, dan kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab 
permasalahan penelitian.  
Dengan metode analisa data ini, peneliti dapat mengetahui 
mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan 
menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN  
  Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
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BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
 Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten 
Kampar dan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 
BAB III TINJAUAN TEORITIS   
 Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang 
melandasi permasalahan yang meliputi Pelaksanaan Pelayanan 
terhadap masyrakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan akta kematian dan  
Penerbitan surat keterangan pidah datang  Bersadarkan Peraturan 
Dareah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai 
dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan 
Pelayanan terhadap masyrakat di Dinas Kependudukan dan 
Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar. 
BAB V  PENUTUP 











GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar 
1. Sejarah Kabupaten Kampar 
Terbentuknya Kabupaten Kampar diawali dengan terbitnya surat 
Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, 
Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah 
satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan 
Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan 
ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 
1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru 
terlaksanakan tanggal 6 Juni 1967. 
Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai 
tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai 
jabatan Bupati yang ke enam ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke 
Bangkinang berdasarkan UU No.12 Tahun 1956. Dengan dimekarkannya 
Kabupaten Kampar maka Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan 
dengan jumlah Desa 224 dan jumlah Kelurahan 8. 
2. Letak Geografis Kabupaten Kampar  
Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten yang ada 
di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang1.128.928 
Ha, yang terletak antara 01°00‟40” lintang utara sampai 00°27‟00” lintang 
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Kabupaten Kampar berbatasan dengan : 
a. Sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis 
b. Sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten 
Pelalawan  
c. Sebelah selatan Kabupaten Kuantan Sengingi 
d. Sebelah barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatara Barat) 
Kabupaten Kampar di lalui oleh dua buah sungai besar dan 
beberapa sungai kecil, di anataranya sumgai Kampar yang panjangnya ± 
413,5 km dengan kedalaman sungai rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 
M. Sungai-sungai besar yang berada di Kabupaten Kampar seagian masih 
berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, 
maupun sebagai sumber daya energy listrik (PLTA KOTO PANJAG). 
Kabupaten Kanpar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum 
terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21
0
 C. Suhu 
maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35
0
C.  
3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar 
a. Visi 
Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya 
Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis 2025. 
b. Misi 
1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang 
menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi 
tantangan global.  
17 
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2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam 
mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.  
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan 
kedepan.  
4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal 
dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustry dan pariwisata serta 
mendorong pertumbuhan investasi secarar terpadu dan terkait 
anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, 
regional, nasional maupun internasional 
5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat 
menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.  
6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, 
serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis 
yang tercemin dalam kerukunan hidup beragama.  
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupatan Kampar  
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kampar 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar 
beralamatkan Jl. A. Rahman Shaleh berdiri semenjak awal Tahun 2008 yang 
bertepatan tanggal 15 Februari 2008, sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008. Dengan Kepala Dinas Muslim 
S.Sos dengan jumlah pegawai 16 orang dan tenanga honorer 21 orang. 
18 
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2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Kampar dietapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Kampar. 
Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Kampar, maka sistem yang dianut berbentuk Line Down 
Staff, dimana garis pertanggung jawaban atasan langsung Kepala Sub Dinas 
dan apabila pimpinan tidak berada ditempat, maka untuk melaksanakan 
kegiatan sehari-hari pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub 
Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas 
lainnya. 
Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan 


























3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kampar 
a. Visi 
Terwujudnya administrasi kependudukan yang tertip dan 























































1) Mewujudkan masyarakat yang sadar, tata tertib administrasi 
kependudukan 
2) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil yang propesional. 
3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan 
dokumen Kependudukan. 
4) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait 
5) Publikasi  
4. Uraian Tugas Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kampar 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur 
pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpim seorang kepala dinas yang 
berada  dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui skretaris 
Daerah Kabupaten. 
a. Kepala Dinas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh 
seorang Kepala Didanas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan Pemerintahan daerah di bidang Administrasi kependudukan 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Dalam 
melakukan tugas pokok kepala dinas mempunyain fungsi: 
1) Melaksanakan penyusunan program dan anggaran 
2) Pengelolan keuangan  
21 
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3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan 
barang milik negara. 
4) Pengelolaan urusan ASN 
5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
kerjasama administarasi kependudukan, pemanfaatan data dan 
dokumen kepedudukan seta inovasi pelayanan administarsi 
kependudukan. 
6) Perumusan kebijakan teknisi bidang pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administasi kependudukan, 
kerjasama, pemanfatan data pelayanan adminstasi kependudukan. 
7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 
8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 
9) Pelaksanaan pelayanan informasi administrasi kependudukan. 
10) Pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 
11) Pembinaan, koordinasi pengendalian urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
12) Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil. 
13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
b. Sekretaris  
Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai 
tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang 
22 
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meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan 
rumah tanggan dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan 
Dinas. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan 
fungsi: 
1) Pelaksanaan koordinasi program dan anggaran 
2) Koordinasi dan penyusunan programa dan anggaran 
3) Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan. 
4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 
barang milik negara. 
5) Melaksanakan pengelolaan administrasi program, perencanaan, 
laporan LKjIP. Laporan penja, IKU, Renja dan Renstra. 
6) Pengelolaan urusan ASN 
7) Melaksanakan koordianasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan 
Standar Operasional Prosedur (SOP). 
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Sekretariat terdiri dari: 
a) Sub bagian perencanaan. Ada pun urain tugas dan fungsinya 
sebai berikut: 
(1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional 
kegiatan dan pengkoordinasian penyusuanan rencana dan 
program kerja Dinas. 
(2) Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisisa dan 
evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas. 
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(3) Melakukan study dan survey/identifikasi kegiatan teknis 
dan sarana dengan institusi terkait. 
(4) Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan 
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran. 
(5) Menghimpun dan mempersiapkan bahan laporan kemajuan 
fisik dan keuangan secara periodik setiap bulan. 
(6) Menghimpun dan menyusun bahan laporan tahunan, 
LAKIP, RENSTRA, RENJA, IKU, dan RPJMD serta 
APBD-P. 
(7) Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan 
Standar Operasional Prosedur (SOP). 
(8) Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran 
pembiayaan program pembangunan. 
(9) Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan 
rencana kerja program kegiatana tahunan. 
(10) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya . 
b) Sub bagian keuangan. Adapun urain tugas dan fungsinya 
sebagai berikut: 
(1) Mengelola administarsi dan penatausahaan keuangan 
dinas. 
(2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapa 
Bendaharawan dinas.   
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(3) Membuat konsep Surat Pencaraina Danan (SPD) kegiantan 
rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin 
dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke 
Bendahara Umum Daerah (BUD). 
(4) Menelitih konsep SPD, mencatat SPD dan membuat 
laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan. 
(5) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari 
kegiatan rutian. 
(6) Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-
bidang. 
(7) Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU gaji dan tunjangan 
PNS lainnya yang disampaikan bendaharawan 
pengeluaran. 
(8) Menelitih/ membuat surat perintah membayar (SPM) yang 
akan diterbitkan pengguna anggaran. 
(9) Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada bandahara 
umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat 
laporan bulanan SP2D yang telah diterbitkan. 
(10) Menelitih, mengawasi dan mengurusi pelaksanaan 
pembukaan penerimah dan pengeluaran belanja SKDP. 
(11) Mengatur adminstrasi tata usaha pembukaan, perhitungan 
anggaran dan pembinaan bendaharawan. 
(12) Menelitih dan menandatangani pengesahan surat 
pertanggung jawaban (SPJ). 
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(13) Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam 
melaksanakan akuntansi SKPD serta membuat jurnal. 
(14) Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan 
urusan pembayarana gaji, membuat permintaan gaji pokok, 
rapel honorium. 
(15) Membuat usulan surat keterangan pemberentian (SKPP) 
gaji bagi pegawai untuk disampaikan kepda bendaharawan 
umum Daerah (BUD). 
(16) Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala. 
(17) Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(18) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtasi realisasi 
anggaran SKPD. 
(19) Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, 
semesteran dan tahunan). 
(20) Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap 
masalah-masalah yang bersifat insidentif dibidang 
keuangan untuk mendapatkan pedoman menyelesaikan 
tugas. 
(21) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
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c) Sub bagian umum dan kepegawain. Adapun urain tugas dan 
fungsinya sebagai berikut: 
(1) Membantu sekretasi menyelenggarakan fungsi: 
administarsi umum dan kepegawaian. 
(2) Pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi 
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/ 
pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang 
perlengkapan rumah tangga dinas. 
(3) Mengatur alur surat masuk dan surat keluar. 
(4) Melaksanakan kebersian lingkungan kantor dan bertanggu 
jawab atas keamanan kantor. 
(5) Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan 
kebutuhan barang lainnya. 
(6) Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan 
kepegawainan dilingkungan dinas. 
(7) Membuat konsep surat dinas yang menyangkut 
kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkalah dan masalah lainnya untuk menyelesaikan 
adminstrasi kepegawaian. 
(8) Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) untuk 
disampaikan pada Badan Kepegawain Daerah Kabupaten 
Kampar. 
(9) Menyusun dan mempersiapkan bahan administarsi 
kepegawain yang melipui gaji berkalah, kenaikan pangkat, 
27 
 
   
 
27 
cuti, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS 
serta pengusuran pemberian penghargaan. 
(10) Merekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan 
pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan 
dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada 
atasan. 
(11) Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan 
pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan 
penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesain 
administarsi kepegawaian. 
(12) Mengiventarisi pegawai dan mengusulkan yang akan 
mengikuti pelatihan penjenjangan dan diklat teknis 
fungsional serta pendidikan formal. 
(13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 
hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas. 
(14) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang 
kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang 
pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelengarakan fungsinya: 
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1) Penyuusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 
2) Perumusuan kebijakan teknis pendaftaran penduduk. 
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pendaftaran penduduk. 
4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 
6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftran 
penduduk. 
7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. 
d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari: 
1) Seksi Identisas penduduk. Adapun urain tugasnya sebagai berikut: 
a) Merencankan kegiatan pada seksi indentitas penduduk. 
b) Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 
penduduk (KK dan KTP/KIA) untuk WNI/WNA. 
c) Melakukan monitoring dan evaluasi identitas kependudukan. 
d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 
e) Melaksanakan tuga-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
2) Seksi pindah datang dan pendaftaran penduduk. Adapun uraian 
tugas dan fungsinya sebagai berikut: 
a) Merencanakan kegiatan seksi pindah datang dan pendataan 
penduduk. 
b) Melakukan tindakan/operasional kependudukan (meneliti 
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c) Memproses surat pindah datang. 
d) Menerbitkan penduduk pendatang tanpa dokumen dan 
penduduk rentan administrasi kependudukan dengan 
menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas 
(SKPTI), surat keterangan orang terlantar (SKOT), surat 
keterangan pencatatan sipil (SKPS) dan surat keterangan tanda 
komunitas (SKTK). 
e) Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen kependudukan. 
f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang 
penduduk tanpa dokumen dan penduduk rentan administarsi 
kependudukan. 
g) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepeda kepala bidang. 
h) Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh kepala bidang 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Kepala bidang pelayanan 
pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : 
1) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 
2) Perumusan kebijakan tekns pencatatan sipil. 
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4) Pelaksanaan pencatatan sipil. 
5) Pelasanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil. 
6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayana pencatatan sipil. 
7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 
f. Bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil terdiri dari: 
1) Seksi kelahiran dan kematian. Adapun urain tugas dan fungsinya 
sebagai berikut: 
a) Merencanakan kegiatan pada seksi kelahiran dan kematian. 
b) Memverifikasi permohonan dan penerbitan kutipan akta 
kelahiran dan kematian. 
c) Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta 
kelahiran dan kematian. 
d) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka 
koordinasi dan kerjasama dengan isntasi terkait yang 
berhubungan dengan kelahiran dan kematian. 
e) Mengarsipkan dokumen administrasi kelahiran dan kematian. 
f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 
g) Melaksanakan tugas-tugas lainyan yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
2) Seksi Perkawinan, Perceraian,  perubahan Status Anak dan 
Pewarganegaraan. Adapun urain tugas dan fungsinya sebagai 
berikut: 
a) Merencanakan kegiatan pada seksi perkawinan dan penceraian, 
perubahan satus anak dan pewarganegaraan. 
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b) Menverifikasi permohonan administrasi perkawinan, 
perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan. 
c) Melakasanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta 
perkawinan dan penceraian, perubahan status anak serta 
pewarganegaraan. 
d) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka 
koordinasi dan kerjasama dengan instansi tekait yang 
berhubungan dengan perkawinan dan penceraian, perubahan 
status anak dan pewarganegaraan. 
e) Mengarsipkan dokumen administrasi perkawinan dan 
penceraian, perubahan status anak serta pewarganegaraan. 
f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 
g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
sesuia dengan bidang tugasnya 
g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan 
pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan. Kepala bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam melaksanakan 
tugas, menyelenggarakan fungsi: 
1) Penyusunan perancangan pengelolaan informasi aministrasi 
kependudukan yang meliputi sistem informasi administarsi 
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kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta 
tata kelola dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan 
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi adminstarsi 
kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, 
pengelolaan data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya 
manusia teknologi informasi dan komunikasi. 
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan informasi 
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi 
administarsi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian 
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia 
teknelogi informasi dan komunikasi. 
4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan 
sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi. 
5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan informasi 
administrasi kependudukan. 
h. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri 
dari: 
1) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan. Adapun urain tugas 
dan fungsinya sebagai berikut: 
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b) Menyusun kebijakan teknis sistem informasi adminstrasi 
kependudukan. 
c) Melaksanakan koordianasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan. 
d) Melaksanakanan pembangunan dan pengembangan jaringan 
komunikasi data skala kabupaten. 
e) Mempersiapkan perangkat keras dan perlengkapan lainnya 
serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan 
sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan. 
f) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan pengelolaan data informasi dan pengembangan sistem 
informasi adminstrasi kependudukan (SIAK). 
g) Membuat laporan pekasanaan tugas kepada kepala bidang. 
h) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
2) Seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan. Adapun 
uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut: 
a) Menyusun rencana kegiatan seksi pengolahan dan penyajian 
data kependudukan. 
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan seksi pengolahan dan 
penyajian data kependudukan. 
c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
administrator Data Base (ADB). 
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d) Menyiapkan operator dan teknisi sistem pengoperasian sistem 
informasi administrasi kependudukan. 
e) Menyajikan statistic ( data agregat dan profil) kependudukan. 
f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 
g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
sesuia dengan bidang tugasnya. 
i. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 
Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh 
seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut: 
1) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administasi 
kependudukan. 
2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan. 
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan 
data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan. 
4) Pelaksanaan pemanfaataj data dan dokumen kependudukan. 
5) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. 
6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 
7) Pengendalian dan evaluasi pelakasanaan pemanfaatan data dan 
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j. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari: 
1) Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan. Adapun uraian tugas dan 
fungsinya sebagai berikut: 
a) Penyusunan perencanaan kerja seksi kerjasama dan inovasi 
pelayanan. 
b) Perumusan kebijakan teknis kerjasama antara instansi dan 
inovasi pelayanan kependudukan. 
c) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kementrian dengan 
unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dalam urusan 
pemanfaatan data kependudukan. 
d) Melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil. 
e) Merumuskan kebijakan pengembangan pelayan dalam 
penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 
f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 
g) Melaksanaka tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
sesuain dengan bidang tugasnya. 
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Adapun 
uraian tugas dan fungsinya: 
a) Penyusunan perencanan kerja seksi pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan. 
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c) Menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan antara lembaga 
dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan data 
kependudukan. 
d) Memberikan pelayanan terhadap lembaga/ instansi/ pihak 
ketiga memerlukan data kependudukan. 
e) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan 
data kependudukan. 
f) Melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan 
dokumen kepedudukan dan pencatatan sipil. 
g) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 
h) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 




















A. Tinjauan tentang Administarasi Penduduk 
Istilah administrasi  yang dikenal di Indonesia sebenarnya berasal dari 
dua istilah yang berbeda. Administarsi bersal dari bahasa latin “aministrare” 
yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, dan kata lain 
administration yang berarti pemerintahan. Jadi Ridwan HR, menyimpulkan 




Jadi administarsi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang 
berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau 
tujuan organisasai. Jadi dapat dikatakan bahwa administarsi mempunyai 
peranan yang sangat kursial dalam suatu aktivitas sebuah organisasi.  
Dalam arti sempit administarsi adalah segala sesuatu bentuk kegiatan 
tata usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup 
koresprodensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsiapan. Peran 
utama administarsi disini adalah sebagai pengelolah informasi yang 
merupakan jantungnya organisai untuk berkembang. Dalama arti luas 
administarsi diartikan sebagi proses-proses semua kegiatan secara menyeluruh 
dalam menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan tersebut didasarkan pada tujuan 
atau rasional tertentu yang dilakukan oleh dua induvidu atau lebih dalam 
mencapai tujuan dengan sarana prasarana yang ada. 
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 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta, Edisi Revisi, UII Press, 2016), 
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Dari defenisi administari diatas, memberikan tiga informasi penting 
bagi kita bahwa: 
1. Administari adalah sebuah seni sekaligus proses sebagai seni, administari 
membutukan kiat khusus yang sifatnya kondisional dan situasional baik 
terkait waktu atau tempat. 
2. Dalam administarsi terdapat unsur-unsur tertentu, diantaranya: 
a. Terdapat dua orang atau lebih didalamnya 
b. Terjadi kerjasama antara orang tersebut yang sifatnya formal dan 
hirarkis. 
c. Memililki tujuan 
d. Terdapat  tugas 
e. Kesedian sarana prasarana. 
3. Administarsi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban 
manusia dimana administarsi tersebut untuk mencapai tujuan bersama.
16
 
Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan 
jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, 
kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, 
sosial budaya, agama serta lingkunagan penduduk setempat.
17
  
Atau kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan 
jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, 
kehamilan, kemataian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahannya 
                                                             
16
 Bailah, Penduduk Pengelolaan Administrasi Desa, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi 
Indonesia, 2019) h 1-2 
17
 http://paralegal.id/penegertian/kependudukan/, diakses pada tanggal 11 April 2021. 
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yang menyangkut politik ekonomi, sosial, dan budaya.
18
 Sedangkan 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk adalah 




Administarsi pendduk berdasarkan Peraturan Presiden Nomr 25 
Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil adalah rangkai kegiatan penataan dan penerbitan 
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengeloloaan informasi adminstarsi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. 
Penyelenggaraan administarsi kependudukan, berdasarkan 
peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 
administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsaan identitas dan 
kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, 
memberikan perlindungan hak sipil penduduk.
20
 Menyediakan data dan 
informasi kependudukan secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil pada berbagai tindakan secara akurat, lengakap, 
mutahir dan mudah diakses. Sehingga menjadi acuan sebagai perumusan 
                                                             
18
 Agustina Bidarti, Teori Kependudukan, (Bogor, Linda Bestari, 2020), h 2 
19
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Pasal 26 ayat 2, tentang Penduduk 
20
 Peraturan Presiden, Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
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kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib 
adminstarsi kependududkan secara nasional dan terpadu, menyediakan 
data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam 
penyelengaraan setiap kegiatan pemerintahan pembangunan dan 
kemasyarakatan.  
 
B. Tinjauan tentang Pelayanan Publik 
Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak 
swasta atas nama pemerintah ataupun oleh pihak swasta pada sejumlah orang 
yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan 




Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karna itu ia 
merupakan proses. Sebagai proses, berkesenambungan, meliputi seluruh 
kehidupan orang dalam masyarakat. Sedangkan pealayanan publik dalam 
kamus besar Bahasa Indonesai memilki tiga makna: 
1. Perihal atau cara melayani 
2. Usaha melayanai kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan 
(uang) 
3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 
Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Donald 
dalam Hardiyansah (2011) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan 
kegiantan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak dan pihak lain dan 
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 Nurcholis Hanif, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta, Grasindo, 2007), h.289   
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pada hakikatnya tidak berwujud serti tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, 
proses produksinya mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 
Menuruut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2009 Bab I Kententuan umum Pasal 1 ayat (1) Pelayanan Publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,jasa dan atau 




Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang digunakan oleh 
banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuan, makna yang 
berdeda-beda. Dalam sejara perjalan administrasi publik, pelayana publik 




Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan Pemerintah terhadap 
publik sesuai dengan apa yang publik harapkan, dengan biaya relatif harus 
lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang diberikan 
relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang 
diberikan relatif lebih bagus.
24
 
Perbedaan pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah 
bermotif sosial dan politik yang menjalankan tugas pokok serta mencari 
                                                             
22
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan 
Publik Pasal 1 ayat (1) 
23
 Agus Dwiyanto,Menejemen Pelayanan Publik, (Yogyakarta, Gaja Mada University 
Press,2017), h 14 
24
 Syafi‟i, Metode Penelitian Adminitrasi.(Bandung, PT. Alfabeta, 2003), h.116   
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dukungan suara, sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif 
ekonomi mencari keuntungan. 
Dari pengertian pelayana publik di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan publik merupakan segalah bentuk pelayanan yang di berikan oleh 
pemerintah baik yang di selenggarakan oleh oleh lembaga pemerintah itu 
sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat maupun pelaksanaan ketentu yang telah ditetapkan dengan segalah 
sarana, dan perlengkapannya melaluli prosesdur kerja tertentu guna 
memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa. 
Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik  yang dijadikan oleh 
pemerintah kepada publik haruslah benar-benar mampuh seutuhnya 
menajdikan sebuah pelayanan publik ini berpihak kepada public. Dengan 
intinya apa yang harus dibutuhkan oleh publik memang benar-benar 
dijanlakan sesuia denagan aturan hukum yang berlaku seperti yang tertulis 
pada standar pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga pelayan 
tersebut dapat terealisasi apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap 
publik, dan apa yang diinginkan oleh publik dapat terpenuhi.  
 
C. Tinjauan tentang Kebijan Publik 
1. Pengertian Kebijankan Publik 
Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang 
digunakan ke dalam prangkat peraturan hukum. Kebijakan trersebut 
bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan 
43 
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Kebijakan publik dari berbagain kepustakaan dapat diungkapkan 
bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai 
public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehudupan bersama yang 
harus ditaati dan berlaku yang megikat seluruh warganya. Setiap 
pelanggaraan akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya 
yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga 
yang mempunyai tugas menjatuhkan saksi. 
Terkait denagan kebijakan publik, menurut Thomas R.Dye, penulis 
buku Understanding publik policy, yang dikutip oleh Rian Nugroho D. 
(2004:3), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 
dikerjakan pemerintah, mengapa merekah melakukan, dan hasil yang 
membuat bersama tampil. 
Kebijankan publik dalam praktik ketatanegaraan dan 
kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: 
a. Dalam konteks bagaiamana merumuskan kebijakan publik (formulasi 
kebijakan). 
b. Bagaiamana kebijakan publik itu diimplementasikan  
c. Bagimana kebijakan publik itu dievaluasi.26 
Defenisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan 
publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah 
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 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 38.   
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yang berorientasi pada kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan 
publik itu dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar 
dinyatakan. 
Analisis kebijakan publik merupakan sebuah aktifitas yang 
dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, 
mengenal masalah, mengembangkan alternatif kebijkan, menilai dan 
memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik 
untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut.
27
 
2. Tujuan Kebijakan Publik 
Tujuan kebijakan public dikeluarkan atau dibuat sebenarnya 
berbeda-beda, sesuiai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Namun 
secara garis besar dapat dituliskan sebaigai berikut : 
a. Ketertiban  
b. Melindungi hak-hak masyarakat 
c. Ketentraman dan perdamain 
d. Tujuan bidang tertentu 
e. Kesejahteraan masyarakat.28 
 
D. Tinjaun tentang Pelayanan Prima 
Kata pelayanan prima dalam istilah bahasa Inggris yang lazim dipakai 
dalam keseharian tidak disebut sebagai primiun service, tetapi istilah yang 
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 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang, Bayu Media, 2007), h.4.   
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dipakai adalah excellent service (keunggulan pelayanan, pelayanan dengan 
mutu yang baik sekali). 
29
 
Pelayanan Prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan 
kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar 
pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.
30
 
Pelayanan yang prima harus dilakukan secara terus-menerus dalam 
artian pelayanan yang berorientasi kepada pihak publik. Pemerintah yang 
diamanatkan untuk menjadi birokrasi pemerintah haruslah responsif terhadap 
apa yang dibutuhkan maupun apa yang menjadi keinginan publik sehingga 
publik bisa merasa puas apa yang menjadi keinginannya. Secara rinci dapat di 
kemukakan beberapa kriteria dasar penentuan pelayanan publik yang prima di 
antaranya adalah: 
1. Memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi 
2. Memiliki tingkat ketetapan yang tinggi  
3. Memberikan jaminan kesopanan sesuai nilai yang berlaku 
4. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan  
5. Menunjukkan kemampuan fropessional yang andal  
6. Memiliki kredibilitas kepada pelanggan  
7. Memiliki garansi yang tinggi  
8. Memiliki tingkat efisiensi yang tinggi  
9. Memiliki tingkat efektifitas yang tinggi  
10. Memiliki flesibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan  
                                                             
29
 Nurma Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintahan, ( Jakarta, Kencana, 2018), h 2. 
30
 Budiono, Pelayanan prima, (Jakarta,Gramedia, 2003), h.67.   
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11. Memiliki garansi adanya kejujuran  
12. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi  
13. Memberikan jaminan keamanan yang diperlukan  
14. Memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat.31 
Sesuai dengan pengertian dan hakekat pelayana publik yang prima 
pelayanan publik harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu 
yang bersifat: 
1. Pelayanan Publik yang sederhana  
Pelayanan publik yang dikatakan sederhana bila pelayanan tersebut 
tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan 
yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipahami, tidak bertele-tele, tidak 
mencari kesempatan dalam kesempitan. 
2. Pelayanan Publik yang terbuka 
Keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur. Oleh karena itu, 
aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan 
sejujurnya, apa adanya dalam peraturan atau dalam norma, jangan 
menaku- nakuti jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar 
tidak timbul keinginan untuk mengharapkan imbalan dari pelanggan. 
Untuk itu, santandar pelayanan harus diumumkan dan disosialisasikan 
seluas-luasnya atau ditempelkan diloket kantor yang bersangkutan. 
3. Pelayanan Publik yang dapat menyajikan secara tepat 
Yang dimaksud dengan pelayanan publik dapat meyajikan secara 
tepat dalah bahwa dalam proses pengurusan administrasi mengenai 
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 Ibid, h.68.   
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pelayanan pada Dinas tersebut dengan arahan yang tepat atau tepat 
sasaran. 
4. Pelayanan Publik yang lengakap 
Maksud pelayanan publik yang lengkap adalah tersedianya 
pelayanan  yang diinginkan oleh publik di sebuat instansi tersebut 
sehingga publik tidak harus melakukan pelayana di Dinas atau Instansi 
lainnya. 
5. Pelayanan Publik yang wajar 
Tertuma uang distribusinya harus dapat dijangkau oleh masyarakat 

















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yeng telah penulis 
uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyrakat Oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentanng Penyelenggaraan  
Administrasi Kependudukan, belum maksimal  dengan baik. Karna masih 
terdapat pelayanan pendaftaran penduduk yang belum terlaksana sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 
Tentang Administrasi Kependudukan. 
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kampar adalah keterbatasan sumber daya manusia, 
kurang optimal dalam fasilitas umum seperti tempat duduk dan tempat 
berteduh, jaringan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, shingga 
masih ada  masyarakat malas berurusan dengan petugas administrasi dan 
masih ada menggunakan jasa calo. Sedangkan upayah yang dilakukan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memaksimalkan kinerja 
dari pegawai atau petugas lainnya dengan memanfaatkan sarana dan 











Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka sarana yang dapat 
diberikan terkait pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kampar dalam pengurusan dan penerbitan Akta Kematian dan 
Surat Keterangna Pindah Datang, yakni 
1. Agar memberikan pelatihan kepada pegawai atau petugas Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar khususnya 
dibidang pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil guna 
meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) agar peluang 
kesadaran dan pengetahuan dari berbagi pihak untuk mendukung 
pelaksanaan administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan dan 
penerbitan dokumen kependudukan seperti Akta Kematian dan Surat 
Keterangan Pindah Datang. Dan harus adanya kesadaran Pemerintah 
Daerah dalam memperhatikan permasalahan pada fasilitas dan anggaran. 
2. Diharapkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kampar meningkatkan fasilitas yang ada, perbaikan masalah jaringan, dan 
memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan 
melakukan sosialisasi secara langsung mengenai proses dan penerbitan 
dokumen kependudukkan serta menegaskan kepada masyarakat agar tidak 
menggunakan jasa calo saat pembuatan dokumen kependudukan. Dan 
diharapkan juga kepada masyarakat kabupaten Kampar mampu bersikap 
kooperatif.   
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